BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian yuridis
terhadap perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas, dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas Kapal

Isap Produksi (KIP) PT. Timah Tbk, Airkantung, Sungailiat, Bangka dan

pekerja harian lepas PT. Erwan Superwood Tbk, Pekanbaru yaitu pengusaha

atau pemberi kerja dalam kasus pemenuhan hak pekerja belum secara
maksimal melindungi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan

pekerja harian lepas mendapatkan perlakuan diskriminasi pemenuhan hak

dalam hubungan industrial.
B. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan
sebagai berikut :

1. Pihak pekerja harian lepas memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup
tentang peraturan ketenagakerjaan, sehingga dapat membantu pekerja harian
lepas agar tidak dihadapkan pada penyimpangan-penyimpangan
ketenagakerjaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pekerja harian
lepas.

2. Pihak pengusaha sebagai pemberi kerja seharusnya dapat mematuhi

peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tercipta kerjasama yang
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sehat yang berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan dan
berusaha mengadakan perbaikan syarat kerja, waktu kerja, serta upah kerja
demi kesejahteraan pekerja harian lepas dan keluarganya.

. Pihak pemerintah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan perundang-
undangan ketenagakerjaan hendaknya lebih merespon serta tanggap

terhadap permasalahan ketenagakerjaan terutama bagi pekerja harian lepas.
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